LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
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	ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BELANJA BARANG DAN JASA SERTA MODAL
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	Pendahuluan  

	
	Sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “pengelolaan keuangan negara wajib dikelola secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang sangat krusial dan prioritas utama serta harus menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap personel yang bertugas di jajaran keuangan mengingat tugas-tugas di bidang keuangan merupakan amanah yang cukup berat dan memerlukan integritas tinggi untuk mengawal, mengamankan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan di institusi Polri secara transparan dan akuntabel.

Bendahara pengeluaran sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan tingkat Satker dituntut memiliki kapabilitas dan kompetensi  yang handal sehingga mampu melaksanakan tugas pengurusan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Satkernya termasuk didalamnya pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan modal. 

a.        Untuk memberikan pemahaman tentang asdministrasi pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan modal ,  maka dalam modul  ini akan diuraikan mengenai ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan  pengelolaan administrasi pertanggunjawaban keuangan belanja pegawai, gajii anggota Polri dani gaji   PNS, Dasar hukum Penglolaan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai dan   jenis jenis pengelolaan adminstrasi  pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai
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	Kompetensi  Dasar  

	
	1. Memahami  konsep pengelolaan adminsitrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai.
Indikator hasil belajar :
1.  Menjelaskan Ketentuan-ketentuan dalam Pengajuan Belanja Barang dan Jasa Serta Modal
b. ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan  pengelolaan administrasi pertanggunjawaban keuangan belanja pegawai .
c.   Menjelaskan Dasar hukum Penglolaan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai 
d.   Menjelaskan jenis jenis pengelolaan adminstrasi  pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai.
2. Memahami Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai

a.   Menjelaskan pengelolaan pertanggunjawaban keuangan  belanja gajii anggota Polri
b.   Menjelaskan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji   PNS.
3. Melaksanakan pengelolaan pertanggujawaban keuangan belanja pegawai 
a.    Menyimulasikan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji anggota Polri 
b.    Menyimulasikan pengelolaan administrasi pertanggunjawaban keuangan belanja pegawai gaji PNS.
Memahami administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan jasa serta modal.
Indikator Hasil Belajar :

1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pengajuan belanja barang dan jasa serta modal.

2. Menjelaskan belanja barang dan jasa.

3. Menjelaskan belanja modal.

4. Menjelaskan tata cara pengajuan belanja barang dan jasa serta modal.
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	Materi  Pokok

	
	Pokok Bahasan

Administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan jasa serta modal.

Sub Pokok Bahasan

1. Ketentuan-ketentuan dalam pengajuan belanja barang dan modal.

2. Belanja barang dan jasa.

3. Belanja modal.

4. Tata cara pengajuan belanja barang dan jasa serta modal.
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	Metode  Pembelajaran

	
	1. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang ketentuan-ketentuan dalam pengajuan belanja barang dan modal, belanja barang dan jasa, belanja modal, tata cara pengajuan belanja barang dan jasa serta modal.
2. Metode tanya jawab digunakan untuk merangsang motivasi belajar dan memperdalam materi tentang ketentuan-ketentuan dalam pengajuan belanja barang dan modal, belanja barang dan jasa, belanja modal, tata cara pengajuan belanja barang dan jasa serta modal.
3. Metode diskusi digunakan untuk mendiskusikan materi tentang: 
a. Belanja barang dan jasa. 
b. Belanja modal.
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	Bahan dan Alat

	
	1. Bahan
a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 190 Tahun 2013) tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
b. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri berserta perubahannya Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2014.
2. Alat 

a. Whiteboard.

b. Flipchart.

c. Kertas flipchart.
d. Komputer/laptop.

e. LCD dan screen.
f. Alat tulis.
g. Blangko kwitansi, faktur, SSP, SPTB.
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	Proses  Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 10  menit
Pendidik melaksanakan apersepsi :

a. Pendidik membuka kelas dan meminta peserta didik untuk merefleksikan materi yang disampaikan.
b. Pendidik mengeksplor pemahaman peserta yang berkaitan dengan materi.

c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Tahap inti : 330 Menit
a. Pendidik menjelaskan materi tentang ketentuan-ketentuan dalam pengajuan belanja barang dan modal, belanja barang dan jasa, belanja modal, tata cara pengajuan belanja barang dan jasa serta modal.
b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.
c. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya.
d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi belanja barang dan jasa, belanja modal.
e. pendidik memfasilitasi jalannya diskusi.

3. Tahap akhir : 20 menit
a. Pendidik melaksanakan penguatan materi.

b. Pendidik mengecek pemahaman peserta didik dengan menyampaikan beberapa pertanyaan.
c. Pendidik  menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran pembelajaran.

	
	


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Tagihan / Tugas

	
	Peserta didik mengumpulkan tugas  resume paling lama 2 hari setelah pemberian materi


	
	


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Lembar  Kegiatan
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	Bahan  Bacaan

	
	ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BELANJA BARANG DAN JASA SERTA MODAL
1. Ketentuan-ketentuan dalam Pengajuan Belanja Barang dan Jasa Serta Modal
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
b. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

e. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

f. Bendahara pengeluaran adalah personel Polri yang diangkat oleh Kapolri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada satuan kerja.

g. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran  tagihan kepada negara.

	
	


	
	h. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 

i. Pejabat penandatangan surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

j. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN

k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PA atau PPK yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 
l. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

m. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dalam hal ini Bendahara Satker (Bensatker) dan disahkan oleh KPPN untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau pensiun yang digunakan sebagai dasar melanjutkan pembayaran gaji pada KPPN di tempat kerja yang baru dan/atau dasar untuk membayar pensiun pertama yang akan dibayarkan oleh PT. ASABRI (Persero). 
n. Surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK/kelompok kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.

o. Pertanggungjawaban keuangan yang selanjutnya disingkat Perwabkeu adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
p. Belanja pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta lain-lain belanja pegawai. 
q. Belanja barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas.   
r. Belanja modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk pisik lainnya.  
s. Belanja lain-lain adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja. 
t. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

u. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Polri yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

v. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Polri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

w. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/pejabat  pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

x. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

y. Uang persediaan selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

2. Belanja Barang,  Jasa dan Modal 
Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit meliputi:

a. Belanja barang dan/atau jasa.
b. Belanja pemeliharaan.
c. Belanja perjalanan dinas.
d. Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat.

Belanja barang digunakan sesuai dengan peruntukannya paling sedikit untuk membiayai:

a. Keperluan kantor sehari-hari.
b. Pekerjaan yang bersifat nonfisik.
c. Pengadaan barang yang habis pakai.
d. Pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat.
Belanja barang dan/atau jasa dapat berupa honorarium. Kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya yang terlibat dalam tim/panitia/kelompok kerja dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya. Aset tetap dan/atau aset lainnya sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memberi manfaat lebih dari satu tahun.
b. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi.
c. Dipergunakan untuk operasional Kegiatan atau dipergunakan untuk kepentingan umum.

Belanja modal termasuk di dalamnya segala biaya yang timbul dari kegiatan pendukung dalam pembentukan aset tetap dan/atau aset lainnya. Ketentuan mengenai batas minimal kapitalisasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Tata Cara Pengajuan Belanja Barang dan Jasa Serta Modal

a. Sumber Pembiayaan dari Uang Persediaan (UP)

1) Batasan Uang Persediaan (UP)

Uang persediaan dapat diberikan dengan batas-batas sebagai berikut :

a) Sebesar keperluan riil bulan yang bersangkutan sesuai rencana penggunaannya, tidak boleh melebihi dari ¼ [seperempat] pagu belanja yang dapat dimintakan Uang Persediaan diberikan dengan jumlah setinggi tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
b) Khusus untuk pembiayaan kapal patroli polisi yang oleh pejabat berwenang di lingkungan Polri ditugaskan berlayar terus menerus lebih dari satu bulan. Uang persediaan dapat diberikan untuk keperluan lebih dari satu bulan dan setinggi tingginya Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
c) Uang persediaan (UP) dapat diberikan setinggi–tingginya : 
(1) 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DIPA menurut kalsifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

(2) 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut kalsifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

(3) 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DIPA menurut kalsifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 2000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah)

d) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana Up telah dipergunanakan sekurang– kurangnya 50 % dari dana UP yang diterima.
2) Jenis belanja yang dapat dimintakan uang persediaan

a) Keperluan sehari-hari perkantoran dan inventaris kantor.
b) Belanja pengadaan bahan makanan meliputi :

(1) Makan piket/jaga.
(2) Makan tahanan anggota.
(3) Extravoeding.
(4) Pelaksanaan operasi.
c) Belanja barang untuk pelaksanaan Tupoksi meliputi :
(1) Pendidikan dan Latihan.
(2) Poliklinik dan obat–obatan.
(3) Penyuluhan.
(4) Dukungan kodal.
(5) Dukungan operasi/pengamanan.
(6) Bahan Bakar Minyak (BMP).
(7) Perawatan dan makan tahanan.
(8) Turjawali.
(9) Penyelidikan dan penyidikan.
(10) Dan lain-lain yang berhubungan dengan Tupoksi Satker.
d) Belanja pemeliharaan meliputi :

(1) Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan.
(2) Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan.
3) Prosedur penggunaan uang persediaan

Kepada setiap satker dapat diberikan Uang Persediaan.  Adapun prosedur dan penggunaannya antara lain :
a) SPM–UP diajukan kepada KPPN dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana.

b) Penggunaan uang persediaan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.

c) Pengeluaran–pengeluaran yang dilakukan sesuai bukti–bukti yang sah dibebankan pada mata anggaran pengeluaran (MAK) sesuai pagu MAK yang tersedia dalam DIPA.
d) Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui/ditandatangani oleh Kasatker atau pejabat yang diberi kewenangan.

e) Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai pajak.

f) 
Uang persediaan tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut ketentuan yang harus dibayar dengan cara pembayaran langsung (SPM-LS).

g) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali uang persediaan segera setelah uang persediaan dimaksud digunakan (revolving).

h) Untuk memperoleh penggantian uang persediaan yang telah digunakan satker yang bersangkutan menerbitkan surat perintah membayar penggantian uang persediaan (SPM- GU ).

4) Tata cara prosedur penggunaan SPM–GU.

Satker dapat mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada KPPN dengan menyampaikan SPM–GU yang dilampiri bukti asli pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPM–GU ditandatangani oleh pajabat penerbit SPM (Kasatker/pejabat yang diberi kewenangan) kemudian diajukan ke KPPN dengan dilampiri :

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
b) Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah di legalisir oleh Kasatker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c) Kuitansi, bukti–bukti belanja/pengelaraan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuam kerja yang bersangkutan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. SPM–GUP untuk penggatian Up dapat disampaiakan kepada KPPN setiap hari  kerja dilampri dengan rincian penggunaan dana untuk keperluan riil 1 (satu) bulan berikutnya. 

d) Bukti–bukti pembayaran diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)  yang dimuat dalam SPTJB dan sesuai ketentuan harus dipungut PPN dan PPh, Foto copy SSP berkenaan yang telah dilegalisir oleh Kasatker harus dilampirkan pada SPTJB.
5) Prosedur penggunaan SPM TUP.

a) Khusus  untuk  TUP  yang  jumlahnya  melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja barang termasuk belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas bagi Satker dI lingkungan Mabes Polri, yang kedudukannya berada diluar wilayah DKI terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat sesuai dengan kedudukan Satker dan KPPN yang melayani.
b) SPM–TUP ditandatangani oleh penerbit SPM (Kasatker/pejabat yang diberi kewenangan), kemdian diajukan ke KPPN diajukan ke KPPN.
c) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, satker dapat mengajukan tambahan Uang Persediaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM–TU). Dalam pengajuan SPM–TU ke KPPN agar dilampiri surat pernyataan dari Kasatker yang menyatakan bahwa :
(1) Tambahan Uang Persediaan tersebut diperlukan untuk membiayai kegiatan khusus untuk kebutuhan 1 (satu) bulan dan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dibayar dengan SPM–LS. Apabila dana tersebut tidak habis digunakan dalam 1 (satu)  bulan, akan disetorkan ke rekening kas negara.
(2) Rincian rencana penggunaan dalam 1 (satu) bulan. Pada rincian rencana penggunaan uang persediaan yang sudah diterima serta besarnya SPM–TU berkenaan.
(3) Rekening koran yang menunjukan saldo terakhir.
Hubungan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dengan Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang persediaan (SPM–GU) adalah sebagai berikut :

a) KPPN hanya menyetujui SPM-GU yang sesuai dengan rincian rencana  penggunaannya, bukti pengeluaran yang tidak disetujui dikembalikan kepada bendahara pengeluaran dan dananya harus disetor ke rekening kas negara.
b) Tambahan Uang Persediaan (TU) agar seluruhnya  diperhitungkan.        

Apabila masih terdapat sisa tambahan uang persediaan yang belum di SPM–GU akan sampai dengan batas waktu yang ditetukan, maka sesuai dengan surat pernyataan, sisa tambahan uang persediaan dan bukti setoran tersebut ditatausahakan oleh KPPN sesuai dengan ketentuan.
a) Uang persediaan dan tambahan uang pesediaan yang telah digunakan oleh bendahara pengeluaran dipertanggung-jawabkan dengan mengajukan SPM–GU Nihil selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbikan SPPD–UP/TUP. Khusus uang persediaan kapal patroli Polisi dipertanggung-jawabkan paling lambat satu bulan setelah kembali ke pangkalan/satuan.

b) SPM–GU untuk penggantian uang persediaan disampaikan ke KPPN setiap saat dilampiri pula dengan rencana penggunaan dana untuk keperluan riil 1(satu) bulan berikutnya.
c) Apabila dalam batas waktu tersebut SPM – GU belum diterima, KPPN wajib mengirim surat peringatan/teguran kepada Kasatker.

d) Tembusan surat peringatan/teguran disampaikan kepada Itwasum/Itwasda Polri yang bersangkutan dilingkungan wilayah kerjanya.
e) Sisa uang persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas umum negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

b. Sumber pembiayaan langsung (LS)
1) Pencairan dana melalui pembayaran langsung.

a) Penerbitan surat perintah pembayaran langsung.

Pada setiap penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu dokumen berita acara hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan. yang memuat sekurang-kurangnya:
(1) Identitas pekerjaan yang meliputi :

a) 
Kantor/satuan kerja pengelola pekerjaan.
b) 
Nomor dan tanggal kontrak kerja.
c) 
Tempat/lokasi pekerjaan.
d) 
Besar nilai kontrak.
e)
Nomor dan tanggal DIPA yang menjadi dasar pembuatan dan/atau ditunjuk dalam kontrak.

(2) Tahap penyelesaian pekerjaan (termijin).
(3) Pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan.

(4) Rekomendasi pembayaran hak/tagihan atas penyelesaian pekerjaan. 

Berita acara dibuat sekurang-kurang 5 (lima) berkas dan disampaikan pada pihak yang melakukan kontrak (masing-masing satu berkas), dua berkas (asli dan tindasan) kepada penerbit SPM (sebagai lampiran permintaan pembayaran) dan satu berkas untuk disimpan oleh pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan yang bersangkutan.

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan. Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan menyampaikan permintaan pembayaran langsung kepada PA/KPA untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 
Permintaan pembayaran tersebut sekurang-kurangnya memuat :

(1) Nomor dan tanggal DIPA.

(2) Nomor dan tanggal kontrak.
(3) Nilai kontrak.
(4) Jenis/lingkup pekerjaan.
(5) Jadual penyelesaian pekerjaan.
(6) Nilai pembayaran yang diminta.
(7) Identitas penerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama  Bank).
(8) Tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai denga pasal dalam kontrak.

Pengajuan permintaan pembayaran langsung harus disertai bukti–bukti yang sah antara lain :

(1) Asli dokumen kontrak/SPK pengadaan barang dan jasa.

(2) Berita acara penyelesaian pekerjaan.
(3) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
(4) Kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta.
b) Pembayaran LS biaya operasi kepolisian.

Pembayaran langsung untuk belanja barang biaya operasi kepolisian (uang saku/patroli/penyuluhan dan uang makan) SPP harus dilampiri :

(1) Kuitansi tanda terima yang ditanda tangani bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Kasatker / KPA.
(2) Foto copy surat perintah pelaksanaan operasi kepolisian dari pejabat yang berwenang.
(3) Rincian perhitungan biaya operasi sesuai indek yang telah ditentukan dalam DIPA dan/atau dokumen yang dipersamakan, khusus anggota Polri yang berpangkat IPDA ke atas dikenakan PPh Pasal 21.
(4) Surat setoran pajak (SSP).
(5) Daftar nominatif penerimaan uang saku/patroli/penyuluhan dan uang makan.
(6) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) dari KPA yang menyatakan  bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan kebenaran material serta akibat yang timbul dari kegiatan dimaksud.
2) Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM–LS).

Segera setelah menerima permintaan pembayaran. Pejabat penerbitan SPM melakukan kegiatan penerbitan SPM melalui mekanisme sebagai berikut :
a) Penerimaan permintaan pembayaran


Penerima permintaan pembayaran memeriksa kelengkapan berkas permintaan pembayaran, mengisi check-list kelengkapan berkas permintaan pembayaran, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan permintaan pembayaran, kemudian menyerahkan tanda terima penerimaan pembayaran berkenaan. selanjutnya disampaikan kepada pejabat penguji permintaan pembayaran.
b) Pengujian permintaan pembayaran

Pejabat penguji permintaan pembayaran melakukan pengujian sebagai berikut :

(1) Memeriksa keabsahan dokumen pendukung permintaan pembayaran.
(2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA.

(3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja.

(4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar dan jadual waktu pembayaran.
(5) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantu dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

c) SPM–LS ditandatangani oleh penerbit SPM (Kasatker/Pejabat yang diberi kewenangan) kemudian diajukan ke KPPN.
d) Penyampaian SPM–LS :

(1) SPM – LS disampaikan oleh Kasatker disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.
(2) Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui/ditandatangani oleh Kasatker atau pejabat yang diberi kewenangan.
(3) Kasatker dalam menerbitkan SPM harus memperhitungkan pajak-pajak yang timbul dan/atau harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan.
(4) Lampiran SPM–LS :

(a) Kontrak SPK pengadaan Barang dan Jasa.
(b) Surat pernyataan kasatker bahwa penetapan rekanan pemenang 

sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
(c) Berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Hasil Pekerjaan.

(d) Kwitansi yang disetujui oleh Kasatker sebagai PA / KPA.

(e) Faktur pajak beserta SSP nya yang telah ditandatangani oleh wajib pajak.
(f) Jaminan Bank.    

e) Untuk pembayaran langsung untuk belanja barang biaya operasi kepolisan (uang saku/ patroli/penyuluhan dan uang makan) SPP harus dilampiri :

(1) Kuitansi tanda terima yang ditandatangani bendahara pengeluaran dan  diketahui oleh Kasatker/KPA.

(2) Foto copy surat perintah pelaksanaan operasi kepolisian dari pejabat yang berwenang.

(3) Rincian perhitungan biaya operasi sesuai indek yang telah ditentukan dalam DIPA dan/dokumen yang dipersamakan, Kusus anggotaPolri yang berpangkat IPDA ke atas dikenakan PPh Pasal 21.

(4) Surat Setoran Pajak (SSP).

(5) Daftar nominatif penerimaan uang saku /patroli/penyuluhan dan uang makan.

(6) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) dari KPA yang menyaakan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan kebenaran material serta akibat yang timbul dari kegiatan yang dimaksud. 
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	Rangkuman

	
	1. Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit meliputi:

a. Belanja barang dan/atau jasa.
b. Belanja pemeliharaan.
c. Belanja perjalanan dinas.
d. Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat.

2. Belanja barang digunakan sesuai dengan peruntukannya paling sedikit untuk membiayai:

a. Keperluan kantor sehari-hari.
b. Pekerjaan yang bersifat nonfisik.
c. Pengadaan barang yang habis pakai.
d. Pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat.

3. Belanja barang dan/atau jasa dapat berupa honorarium. Kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya yang terlibat dalam tim/panitia/kelompok kerja dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya. Aset tetap dan/atau aset lainnya sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut
a. Memberi manfaat lebih dari satu tahun.

b. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi.
c. Dipergunakan untuk operasional Kegiatan atau dipergunakan untuk kepentingan umum
5. Belanja modal termasuk di dalamnya segala biaya yang timbul dari kegiatan pendukung dalam pembentukan aset tetap dan/atau aset lainnya.  Ketentuan mengenai batas minimal kapitalisasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Kepada setiap satker dapat diberikan uang persediaan. Adapun     prosedur dan penggunaannya antara lain :
a. SPM–UP diajukan kepada KPPN dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana.

b. Penggunaan uang persediaan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.

c. Pengeluaran–pengeluaran yang dilakukan sesuai bukti–bukti yang sah dibebankan pada mata anggaran pengeluaran (MAK) sesuai pagu MAK yang tersedia dalam DIPA.

d. Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui/ditandatangani oleh Kasatker atau pejabat yang diberi kewenangan.

e. Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai pajak.

f. Uang persediaan tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut ketentuan yang harus dibayar dengan cara pembayaran langsung (SPM-LS).

g. Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali uang persediaan segera setelah uang persediaan dimaksud digunakan (revolving).

h. Untuk memperoleh penggantian uang persediaan yang telah digunakan satker yang bersangkutan menerbitkan surat perintah membayar penggantian uang persediaan (SPM-GU).
7. Satker dapat mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada KPPN dengan menyampaikan SPM–GU yang dilampiri bukti asli pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPM–GU ditandatangani oleh pajabat penerbit SPM (Kasatker/Pejabat yang diberi kewenangan) kemudian diajukan ke KPPN dengan dilampiri :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
b. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah di legalisir oleh kasatker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Kuitansi, bukti–bukti belanja/pengelaraan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuam kerja yang bersangkutan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

d. SPM–GUP untuk penggatian Up dapat disampaiakan kepada KPPN setiap hari  kerja dilampri dengan rincian penggunaan dana untuk keperluan riil 1 (satu) bulan berikutnya. 

e. Bukti-bukti pembayaran diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)  yang dimuat dalam SPTJB dan sesuai ketentuan harus dipungut PPN dan PPh, Foto copy SSP berkenaan yang telah dilegalisir oleh Kasatker harus dilampirkan pada SPTJB.
8. Hubungan pertanggungjawaban uang persediaan dengan penerbitan surat perintah membayar penggantian uang persediaan (SPM-GU) adalah sebagai berikut :
a. KPPN hanya menyetujui SPM–GU yang sesuai dengan rincian rencana  penggunaannya, bukti pengeluaran yang tidak disetujui dikembalikan kepada bendahara pengeluaran dan dananya harus disetor ke rekening kas negara.
b. Tambahan Uang Persediaan (TU) agar seluruhnya  diperhitungkan. 
9. Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan. Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan menyampaikan permintaan pembayaran langsung kepada PA/KPA untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan
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	Latihan

	
	1. Jelaskan ketentuan-ketentuan dalam pengajuan belanja barang dan jasa serta modal!

2. Jelaskan belanja barang dan jasa!

3. Jelaskan belanja modal!

4. Jelaskan tata cara pengajuan belanja barang dan jasa serta modal!

	
	1. 


iN

 ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DIKBANGSPES BENDAHARA PENGELUARAN

